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Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun
dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus
memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor | X.E.1 tentang Benturan Kepentingan
Transaks Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif dari transaksi
yang dilakukan, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi yang
wajar (arms lenght).

Dalam prakteknya transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi atau dikenal sebagai transaksi yang
mengandung benturan kepentingan tidak selalu berdampak buruk bagi Perusahaan dan atau pemegang
sahamnya. Kadangkala transaksi yang dilakukan justru dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan
kinerja Perseroan yang akhirnya memberikan dampak positif bagi pemegang saham karena meningkatkan
nilai perusahaan (corporate value) .

Dengan kondisi dan tipikal dari pemodal jangka pendek yang umumnya memiliki saham Perseroan kurang
dari 5% (lima per seratus) dari saham Perusahaan Tercatat, pemegang saham minoritaslindepende, biasanya
hanya berkepentingan terhadap capital gain berupa selisih keuntungan atas pergerakan harga saham di
Bursa. Akibat dari intensi kepemilikan saham yang hanya bersifat jangka pendek, seringkali pemodal
tersebut tidak terlalu merasa berkepentingan terhadap pengel olaan operasional Perusahaan. Kondisi tersebut
berpotensi mengakibatkan kehadiran mereka sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan bukan menjadi hal yang penting bagi mereka.

Akibat ketidak hadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham seringkali korum kehadiran dalam
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan suatu transaksi yang berdasarkan ketentuan
Peraturan 1X.E.1 sulit tercapai sehingga Perusahan Tercatat harus beberapa kali melakukan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta
membutuhkan proses yang tidak mudah untuk melaksanakannya. Jika transaksi yang dilakukan nilainya
tidak material, hal tersebut justru menimbulkan inefisiensi bagi Perusahaan yang akhirnya merugikan
perusahaan. Kesulitan yang dihadapi Perseroan akhirnya justru menghilangkan esensi dari tujuan
Perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Tesisini berusaha untuk melihat apakah Peraturan yang mengatur transaksi benturan kepentingan sebagai
salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada publik cukup efektif dan memenuhi substansi
tujuan utamanya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritaslindependen, dengan
membandingkan antara praktek yang dilakukan salah satu Perusahaan Tercatat dengan regulasi yang
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mengatur transaks serupadi Indonesia, Malaysia dan Singapura.



